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PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKUM
KECAMATAN TEKUNG
Jl. Mangundiharjo No. 56

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKUM
NOMOR : 100.3.7/02/427.89.06/2025

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TUKUM
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2024 - 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATA DESA TUKUM,

a. bahwa sebagaimana rapat BPD hari Kamis tanggal dua puluh
bulan Februar tahun dua ribu dua puluh lima yang
membahas perihal Peraturan Desa tentang Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 -

b. bahwa scbagaimana pasal 34 haruf a Peraturan Bupati
Lumajang Nomor 31 tahun 2017 tentang Badan
Permusyawaratan Desa;

¢. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan b diatas, maka
dipandang perlu menetapkan persetujuan atas FPeraturan
Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa Tahun 2024 - 2031, dengan Keputusan Badan

Permusyawaratan Desa.

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Undang - Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6514);

2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717}

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dand
Desa yang Bersumber dari Anggaran Fendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '2(}1‘4
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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telah diubah beberapa kali terakhir
tah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah N::rnm‘r 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dan ﬁnggﬂrﬂ.l'l:
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republ

Indenesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 111 Ta]_wn 2014
Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa [Berila Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091k
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun Eg:;
Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Repu

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); . B
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan

Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Talhun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6l.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 33);
9, Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 46 Tahun 2016

tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

10. Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 47 Tahun 2016
tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Megara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomer 1100);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016,
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Namor 59);
12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 83);

14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
{Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 35);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2017 Nomor 31);

16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 42);

17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomoer 11);

1B. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah di
ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 Tentang

Nomeor 5558) sebagaimana
dengan Peraturan Pemerimn
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Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor 31).

MEMUTUSKAN
Mﬂnﬂtapkan
KESATU : Menyetujui Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024 - 2031, Desa
Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang untuk di
tetapkan menjadi Peraturan Desa.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatimulyo
pada tanggal, 20 Februari 20235
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PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEKUNG
DESA TUKUM

Ji. Mangundiharo No. 56

KESEPAKATAN BERSAMA

NOMOR : 100.3,7/ 02 /427 89.06/2025
NOMOR : 100.3.7/ 02 /427.89.06/2025

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

| Nama * H, QODIRIM
Jabatan : Ketua BPD Desa Tukum

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Tukum,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Il Nama . SUSANTO, S.H.
Jabatan . Kepala Desa Tukum
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tukum, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tukum
Kecamatan Tekung tentang :

4 PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubshan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024 - 2031 yang telan digjukan oleh
PIHAK KEDUA, dengan penyesuaian.

Selanjutnya PIHAK KEDUA akan menyelesaikan penyesuaian Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024 - 2031 selaras dengan penyesuaian
sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir, dan dalam selambat-lambatnya
sebelum 7 (tujuh) hari, setelah ditandatanganinya Berita Acara ini.

Untuk di tetapkan menjadi Peraturan Desa.
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,
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DAFTAR HADIR

RAPAT ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKUM
KECAMATAN TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG

tentang

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

TAHUN ANGGARAN 2024-2031

NO NAMA JABATAN A}‘THD.& TANGAN
L1
1, H.Qodirin Ketua 1 ?y
2. | Miskadi Wakil Ketua 2. %
3. | Purwanto Sekretaris 3-‘?V
Ketua Bidang '
Penyelenggaraan
4, | Sofi Tka Pemdes dan
Pembinaan
Masyarakat
5. | Juma'i Anggota S }%{,
fx ]
6. | Afikah Mahfuzah Anggota 6. i
Ketua Bidang e
Pembanpgunan
7. | Budarsono Desa dan 7.
Pemberdayaan )
Masyarakat —
g, | Sahi Anggota ﬂ i}
9. |FitriaEva K Anggota 9. ﬁ
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KEPALA DESA
PERATURAN DESA

NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2024-2031
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
HEPALA DESA TUKUM

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanankan ketentuan Pasal
79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Pemerintah Desa  wajib  menyusun
perencanaan pembangunan desa sesuai dengan
kewenangan Desa  dengan mengacu  pada
perencanaan pembangunan Kabupaten;

b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah  Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 21 Tabhun 2020 tentang
Pedoman Umum Pembangunan dan Femberdayaan
Masvarakat Desa, Desa perlu menyvusun rencansa
pembangunan jangka menengah desa sesuai
dengan Visi dan Misi Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa Tahun 2024-2031.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan  Pembanpgunan  Nasional
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104);

2. Undang - Undang Nomor & Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 415

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 MNomeor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomaor
2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
|Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Ewaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangks Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencan#
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
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Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita MNegara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun
2017 tentang Tata Cara Kerja S8ama Desa di Bidang

Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik
Indoneaia Tahun 2017 Nomor 1444);

11.Peraturan Menteri Dalam  Negeri Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga

Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa
(Berita Negara Republik Indeonesia Tahun 2018
Nomor 569);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611);

13.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1203);

14.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi MNomor 17 Tahun
2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 1261):

15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomer 18 Tahun
2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1262);

16.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

17.Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1012);

18.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
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Desa

19. Peraturan Daerah Lumajang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Femerintah Desa

20, Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal

Usul dan Kewecnangan Lokal Berskala Desa

21, Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolahan Keuangan Desa

22, dst

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa pembahasan dan
penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal
20 Februari 2025 yang bertempat di Balai Desa
Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang.

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKUM
dan
KEPALA DESA TUKUM
MEMUTUSEAN:
Menetaplan :  PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA
PEMBANCUNAN JANGKA MENEGAH
DESA TAHUN 2024-2031

BAB |
KETENTUAM UMUIM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah wyang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yangdiakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3, Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan desa.
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10.

11.

12,

13.

14,

Kepala Desa adalah Kepala Desa Tulcum.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah
lembaga vang meclaksanalkan fungsi pemerintahan yang ANEEotanya
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama
BPD.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat
dinilai dengan uang serta sepala sesuatu berupa uang dan barang
vang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli
desa, dibeli atau diperolch atas beban Anggararn Pendapatan dan
Belanja Desa atau perolchan hak lainnya yang sah.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan
utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan
susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan,
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembanghkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,
kesadaran,serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan
kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesual dengan
esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati halyang bersifat strategis.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa vang selanjutnya
disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah
tahunan yang dilaksanakan secara partisipatil oleh para pemangku
kepentingan  desa  dan kelurahan  (pihak  berkepentingan
untukmengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak

hasil musyawarah].

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja pPemerintah
Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan
Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah
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15,

16.

17.

18.

19.

f“mmmu-ﬂr&wﬂrnh stakeholders Tingkat Kecamatan untuk
mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta
menyepakati kegiatanlintas Desa diwilayah Kecamatan tersebut,
sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Peranghat
Daerah Kabupaten.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjuinya

disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan
Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi

Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan,
pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan
RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka
waktu 1 tahun yang memuat rencanapenyclenggaraarn Pemerintahan
Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi
yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya
alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan
mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan
terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat
miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan
hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal,
pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut
dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa

dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan

Peraturan Desa.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan

dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer.
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Z1.

22,

Z3.

Z4.

dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masvarakat.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah

dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus.

Profil Desa adalah gambaran menycluruh mengenai karakter desa
vang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam,
sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarans, scrtaper
kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.

Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang
berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada
saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.

Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus
dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan
berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi schingga
Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB 1
ASAS PENYUSUNAN

Pasal 2

RPJM Desa Tahun 2024— 2031 disusun dengan sistematika sebagai
berikut:
LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR DAFTAR 151
DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN
BAB | :PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Dasar Hukum
1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa
BAB Il : PROFIL DESA
2.1. Kondisi Desa
2.2. Sejarah Desa
2.3. Kondisi Geografis Desa
2.4. Kondisi Sosial Budaya Desa
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2.5. Kondisi Ekonomi Desa

2.6. Kondisi Infrastruktur Desa

2.7. Kondisi Pemerintahan Desa

2.8. Pembagian Wilayah Desa

2.9. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
BAB III : VISI DAN MISI

3.1. Visi
3.2. Misi
3.3. HNilai-nilai
BAE IV : RUMUSAN FRIORITAS PEMBANGUNAN DESA
4.1. Masalah
4.2. Potensi
BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
5.1. Arah Kebijakan Pembangunan [esa
S.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa
BAB V1 : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak
dan Darurat Lainnya
BAB VIl : PENUTUFP
7.1. Kesimpulan

7.2. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN:
a. SK Tim Penyusun RPJM Desa
b. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan
Masuk Ke Desa
¢. Laporan Pemetaan Aszet
Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)

A

e. Gambar Peta Sosial Desa

f. Kalender Musim

g. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim

h. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa

i. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
j. Daftar Inventarisir Potensi

k. Daftar Inventarisir Masalah
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1. Penentuan Tindakan Mazalah

M. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah

M. Pencntuan Peringkat Tindakan

©. Daftar Cagasan Dusun/ Kelompok

- Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang

Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang

Fembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)

8. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa
tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok,
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah
Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM
Desa)

t. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan
Diesa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pemmbahasan dan
Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)

u. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPFD] Desa tentang
Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa

1.0

Peta Desa
w. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD),

=

Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah
Dusun/Kelompok, Musyawarah FPerencanaan Pembangunan
Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan

Rancangan RP.JM Desa)

Pasal 4
RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan
dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 8 (delapan) tahun.

Pasal 5
Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa
yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
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BAB 1l
KETENTUAN PENUTUP

Pasal &
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2024 - 2031 Desa Tukum
difabarkan pada lampiran yang tidak terpisah dari Peraturan Desa
b. Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan
apabila:

1) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik,
krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan soslal  yang
berkepanjangan;

2) Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah
pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah
daerah kabupaten/kota.

¢. Perubahan RPJM Desa scbagaimana ayat (1) ditetapkn dengan
Peraturan Desa

d. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tukum

Ditetapkan: Desa : Tukum
Pada tanggal : 21 Februari 2024

Diundangkan di Desa Tukum
Pada Langggl + 21 Februari 2025

THKRETARIE DESA TUKUM

ADIANKYAH, B.E.
a.nif‘ﬁ”ﬁmsa TUKUM TAHUN 2025 NOMOR 02
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HATA PENGANTAR

Dengan ungkapan Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT.

; . yang telah

iﬂfhﬂm“ rahmat dan hidayah-Nya schingga kami dapat menyelesaikan penyusunan
umen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan baik.

i Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini
cmuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta disusun

berdasarkan usulan darl dap-ti . -
tia li masing- dusun di Desa Tukum
Ketania Tekung, p-tap HT ¢ ing-masing 1

Ruang lingkup kegiatan RPJM Desa pada prinsipnya mengarah pada upaya
peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspck Pendidikan,
Kesehatan dan Ekonomi, termasuk didalamnya pembangunan prasarana dan sarana
ekonomi. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun (Open Menu).
Artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan ditiap-
tap dusun dan di masing-masing RT sejauh usulan tersebut tidak dilarang oleh negara
dan juga tidak dilarang oleh agama, karena segala hal yang menjadi larangan negara dan
agama maka sccara otomatis juga menjadi larangan untuk diusulkan dalam kegiatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa [RPJM Desa) ini.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam RPJM Desa ini dapat diklasifikasikan
atas 5 bidang kegiatan meliputi: (1). bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2).
Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, (3). Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa,
(4) Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa dan (5). Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

Prasarana dan sarana yang dipilih hendaknya mendukung peningkatan
kesejahteraan sosial (keschatan masyarakat dan pendidikan masyarakaf] maupun
pengembangan ekonomi baik dalam lingkup desa sampai pada lingkup yang lebih luas
dan benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat, diyakini dapat mendukung
peningkatan kualitas dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta memperhitungkan
aspek keberlanjutan.

Disamping itu sebagai arah pelaksanaan pembangunan desa, dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat juga dipergunakan sebagai
alat dan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Tukum
Masyarakat dapat memanfaatkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa,

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Fembangunan Jangka Menengah Desa
IRPJM Desa) ini masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, masukan dan
semua pihak sangat kami harapkan demi kebaikan bersama. Tidak lupa, kami
sampaikan terima kasih kepada rekan-rckan yang telah memberi banyak masukan
dalam proses penulisan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM Desa) ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak vang membantu
dalam proses penyusunan sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Sebagai penutup, kami berharap mudah-mudahan dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPRJM Desa) ini dapat bermanfaat scria dapat
memenuhi harapan kita semua.

‘Pukum, 20 Februari 2024
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<

Penentuan Tindakan Masalah

. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
- Penentuan Peringkat Tindakan

Daftar Gagasan Dusun/Kelompok

Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang
Perericanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang
Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyvawarah Desa
tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok,
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah
Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM
Desa)

Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan
Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan
dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa tentang
Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa

Peta Desa

Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD),
Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah
Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan

Rancangan RFJM Desa)
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdaysan masyarakat desa sehagai
upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya
untuk kescjahteraan  masyarakat desa, yang dilaksanakan secara
berkelanjutan dengan didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Bhinneka Tunggal lka. Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan
keterbukaan masyarakat di era otonomi Desa seperti sekarang ini
sesungguhnya telah memiliki akses politk yang makin kuat dalam
Penyelengaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
dimana menyebutkan Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, danfatau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dimana desa telah diberikan keleluasaan dan kebebasan serta kemandinan
untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiacdat setempat.

Dalam penyeclengaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat
desa berdasarkan pada azas @

1. Rekognisi
Subsidiaritas
Keberagaman
Kebersamaan
Kegotongroyongan
Kekeluargaan
Musyawarah
Demokrasi
Kemandirian
Partisipasi
Kesctaraan
Pemberdayaan
Keberlanjutan

Berdasarkan landasan pemikiran dimaksud maka desa wajib
mempunyal  perencanaan | yang  matang dalam  penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan  yang dituangkan dalam HRencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RFJM Desa) dan merupakan
perubahan pertama setelah ditetapkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah MNomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

=D ®NOW A WN

L
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tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Dalam penyusunan
Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yang meliputd :
l.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa} untuk
jangka waktu 8 [delapan) tahun
2.Rencana Kerja Pembangunan Desa [RKP Desa) untuk jangka waktu 1

[satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini
merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa/lembaga dalam menyusun
Rencana Strategis Pemerintah Desa/lembaga (Renstra Pemdes) dan menjadi
bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam
menyusun/menyesuaikan Rencana Pembangunan Desa dalam rangka
pencapaian sasaran pembangunan Nasional,

Untuk pelaksanaan lebih lanjut, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM Desa) akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan
Rencana Kerja Pembangunan Desa [(RKP Desa) ditetapkan dengan
peraturan desa dan merupakan satu-satunya dokumen percncanaan di
Desa dimana dalam penyusunannya mengacu pada perencanaan
pembangunan kabupaten/kota dan selanjutnya dijadikan sebagai sumber
masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kKota,

Berpijak dari hal hal tersebut maka diperlukan proses-proses
perencanaan  pembangunan  utamanva di tngkat Desa  vang
mengikutsertakan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses
perencanaan pembangunan yang lebih regular dan formal semacam
musrenbangdes, maupun dalam proses perencanaan pembangunan seperti
diatur dalam Undang-Undang atau peraturan- peraturan pemerintah yvang
lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desaa)
disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta
didasarkan pada :

1. Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan
kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.

2. Partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara
aktif dalam proses pembangunan.

3. Berpihak pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di
pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya
bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin,

4, Terbuka yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat
dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa

5. Akuntabel yaitu setiap proses dan tahapan-tshapan kegiatan
pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada

6. Selektif yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai
hasil yang optimal.

7. Efisiensi dan efektif yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai
dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang
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tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Dalam penyusunan
Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yang meliputi ;
I-R:r:nt-m'm_ Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk
Jangka waktu 8 [delapan) tahun
2.Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1
[satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini
merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa/lembaga dalam menyusun
Rencana Strategis Pemerintah Desa/lembaga (Renstra Pemdes) dan menjadi
bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam
menyusun/menyesuaikan Rencana Pembangunan Desa dalam rangka
pencapaian sasaran pembangunan Nasional.

Untuk pelaksanaan lebih lanjut, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa [RPJM Desa) akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) ditetapkan dengan
peraturan desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di
Desa dimana dalam penyusunannya mengacu pada perencanaan
pembangunan kabupaten/kota dan selanjutnya dijadikan sebagai sumber
masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Berpijak dari hal hal tersebut maka diperlukan proses-proses
perencanaan pembangunan  utamanya di - tingkat Desa  yang
mengikutsertakan partisipasi langsung warga masyarakat, Sekaligus proses
perencanaan pembangunan yvang lebih regular dan formal semacam
musrenbangdes, maupun dalam proses perencanasan pembangunan sepert
diatur dalam Undang-Undang atau peraturan- peraturan pemerintah yang
lam.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM  Desaa)
disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta
didasarkan pada :

1. Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan
kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.

2. Partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara
aktif dalam proses pembangunan.

3. Berpihak pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di
pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya
bagi masyarakat khususnya masyarakal miskin,

4, Terbuka yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat
dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa

5. Akuntabel yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan
pembangunan dapat dipertanggungjnwabkan dengan benar, baik pada

6. Selektif yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai
hasil yang optimal. ;

7. Efisiensi dan efektil yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesual
dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang
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1.2.

tersedia.

B. Keberlanjutan yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan
harus berjalan secara berkelanjutan.

9. Cermat yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya
dan menampung aspirasi masyarakat.

10. Proses berulang yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal
dilakukan secara berulang schingga mendapatkan hasil yang terbaik.

11. Penggalian informasi yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan
penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumbet
informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan,

Rencana Pembangunan Jangks Menengah (RPJM) Desa Tukum
tahun 2024-2030, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa adalah Dokumen
Induk dari Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa memuat
penjabaran Visi dan Misi, rencana penyelenggaraan pemerintahan, arah
kebijakan perencanaan pembangunan desa dengan memperhatikan arah
kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, arah kebijakan
keuangan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat
desa, didasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya manusia dan
sumber daya alam yang ada, permasalahan yang terjadi di masyarakat,
kebutuhan pembangunan desa dan Aspirasi masyarakat yang tumbuh dan
berkembang di desa.

Perencanaan Pembangunan yang dibutuhkan desa khususnya Desa
Tukum sebagai instrumen atau acuan kegiatan yang akan dilaksanakan
selain RPJM Desa Tukum tahun 2024-2031 yang disusun oleh semua
elemen masvarakal vang ada di Desa Tukum atau yang mewalkilinya serta
semua pihak yang berkepentingan merupakan dokumen perencanaan
pembangunan enam tahun yang esensinya memuat Program-program
prioritas  pembangunan sebagai komitmen dalam pemerintahan,
pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah
sebagai arah kebijakan dan program 2024-2031 dan kemudian dijabarkan
ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini
juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Kepala Desa Tukum dalam
melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga
dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Kepala Desa Tukum
dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang diserahkan kepada
BPD Desa Tukum maupun masyarakat umum.

MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen RPJM Desa Tukum Tahun 2024-2031. sebagai bahan
dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PEK, semua
elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam
pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan
pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam
rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan  Secara
berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana
program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari ADD, DD,
BKK, Unit Anggaran dari jenjang diatasnya maupun dari semua pihak yang
berkepentingan dengan pembangunan Desa Tukum.
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tukum tahun 2024-
2031 disusun dengan maksud yaitu :

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran Aparatlur
pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh
clemen masyarakat serta semun pihak yang berkepentingan dalam
menentukan  prioritas program  dan kegiatan tahunan yang akan
dfbin:m.i dari APB Desa dan angearan dar jenjang unit pemerintahan
diatasnya.

Menyedinkan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi
kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan desa, serta

:':"Eﬂl bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa
unan.

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi
?m:lamnlan dan kabupaten. Sckalipus memahami arah dan tujuan vang
ingin  dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka
mewujudkan visi dan misi desa,

4. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-
lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang
berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan
kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

5. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-
lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua
pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah
kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam
kurun waktu enam tahun,

6. Sebagai masukan bagi RPJM unit pemerintahan yang lebih tinggi yaitu
kecamatan dan kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa RPJM Desa Tukum tahun 2024-2031 disusun dengan
tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan
kebutuhan dan keadaan masyarakat,

2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap
program pembangunan di desa.

3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.,

4., Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masvarakat
dalam kegiatan pembangunan desa.

DASBAR HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tukum Tahun 2024-2031 didasarkan pada beberapa landasan, antara lain:

1. Landasan Ideologis Pancasila.
2. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945,
3. Landasan Pokok :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

b. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
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€. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Megarn Republik Indonesia Nomor 5530)
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

¢. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)

f. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa

8. FPeraturan Bupati Lumajang Nomor 59 tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolahan Keuangan Desa

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomaor 2094);

i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daecrah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang
Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 89);

k. Peraturan Menterd Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

m. Peraturan Menteri Dalam Negerd Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga
Adat Desa fﬂeﬂtﬂ NEgELI‘E Rﬂ['.ll-lhl-ik Indonesia Tahun 2018 Nomaor
569);

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Taht
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

in 2018 tentang
Indonesin
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